
1. Undang-UndangNomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor1820);

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2023;

!!UPATI HULU SUNGAI UTARA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

RENCANA KERJA PEMERINTAB DAERAH TABUN 2023

TENTANG

PERATURAN BUPATI BULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TABUN 2022

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mengingat

Menimbang



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

6. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
LembaranNegaraNomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
UndangNomor1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6573);

9. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2022
Nomor4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
LembaranNegaraNomor4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4663);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4664);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 (Covid-19)di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita

20. Peraturan PresidenNomor18Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengab Daerah dan Rencana
KerjaPemerintah Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2017 Nomor1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor1540);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Infonnasi Pembangunan Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor1114);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2017 Nomor136);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor
6323);

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaban
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6402);

15. Peraturan Pemerintab Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam PenyelenggaraanPemerintab
Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225, Tambaban Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor6133);

16. Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nornor 2 Tambahan Lernbaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNornor 6322);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenanganDaerah Otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai
Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KepalaDaerah dan DPRDdalam
penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

KERJARENCANAPERATURAN BUPATI TENTANG
PEMERINTAHDAERAHTAHUN2023.

Menetapka

MEMUTUSKAN:

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021-2026 (LembaranDaerah ProvinsiKalimantan Selatan
Tahun 2022 Nomor2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor21
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai
Utara Tahun 2011 Nomor21);

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor17Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor17);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor590);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Kalimantan Se1atan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Tahun
2009 Nomor17);

NegaraRepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor249);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
penjabaran dari RPDTahun 2023-2026.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
dokumen pereneanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

Pasal3

BAB III
KEDUDUKANRENCANAKERJA

PEMERINTAH DAERAH

(1) Bupati menetapkan RKPDTahun 2023.

(2) Penetapan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasa12

BABII
PENETAPANRENCANAKERJA

PEMERINTAH DAERAH

8. Reneana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD
adalah dokumen pereneanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun
2023-2026.

9. Reneana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen pereneanaan Perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai aeuan
dalam penyusunan reneana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah reneana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Reneana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Reneana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-
2026.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen
pereneanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
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(2) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD
Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(1) RKPDTahun 2023 memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari
seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat
Daerah.

Pasal 7

BABIV
PENYESUAIANNOMENKATUR

PROGRAMKEGIATAN

RKPDTahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUAAPBDserta Rancangan PPAS.

Pasal6

(3) Uraian secara rinci RKPDTahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

PENDAHULUAN
GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH
KERANGKAEKONOMIDANKEUANGANDAERAH
SASARANDANPRIORITASPEMBANGUNANDAERAH
RENCANAKERJADANPENDANAANDAERAH
KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH

dengan sistematika penyusunan sebagai(2) RKPD Tahun 2023 disusun
berikut:
BAB I
BABII
BAB III
BABIV
BABV
BABVI
BABVII PENUTUP

(1) RKPDTahun 2023 disusun berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa15

RKPDTahun 2023 merupakan acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah.

Pasal4

(5) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) juga memuat urusan kesatuan
bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada RKPTahun
2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan RKPDProvinsi.

(3) RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untukjangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi corona virus

desease 19 di daerah.
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BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 20.

SEKRETARIS D'~~&"& KABUPATEN
HULUSUN""".....~

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal Dt; Juli 2022

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 0 Juli 2022

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal8

BABV
KETENTUAN PENUTUP

yang mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi dan inventerisasi
pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.
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